BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir belum sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Perparkiran, hal ini dikarenakan belum harmonisnya penegakan hukum
pidana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan
Polresta Kota Yogyakarta.

2. Berkaitan dengan kendala, hanya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang
menemukan adanya kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana
terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta, yaitu:

a. Kendala Internal
Kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sehingga
tidak dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan
perparkiran di Kota Yogyakarta. Selain itu dalam melakukan penegakan
hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir, Dinas Perhubungan
Kota Yogyakarta menemukan ada beberapa aparat penegak hukum yang

ternyata turut serta dalam terjadinya pungutan liar juru parkir, sehingga

43



44

mempersulit Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam melakukan
penegakan hukum pidana.
b. Kendala Eksternal
Oknum juru parkir tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya
dengan melarikan diri ketika Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
hendak melakukan penegakan hukum pidana. Hal ini justru mempersulit
Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk menertibkan para oknum juru
parkir.
Selain itu juga kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberantas
pungutan liar di Kota Yogyakarta.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran
yaitu:

1. Hendaknya dibuat ketentuan agar Polresta Kota Yogyakarta dan Dinas
Perhubungan Kota Yogyakarta mempunyai divisi khusus untuk menangani
pungutan liar juru parkir yang ada di Kota Yogyakarta, sehingga terdapat
pembagian kerja yang jelas dan terorganisir di antara kedua instansi.

2. Meskipun sanksi pidana mengenai pelanggaran yang dilakukan juru parkir
hanya diatur dalam Peraturan Daerah, ada baiknya untuk meperhatikan sanksi

yang diberikan supaya lebih memberikan efek jera.
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KEPOLISIAN NEGARA REBUPLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
Jin. Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122

SURAT KETERANGAN
Nomor : SketB/ 3L IX/2017/RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama . ZIPORA.

No. Mahasiswa : 140511545.

Fakuitas : Hukum / Universitas Atmajaya Yogyakarta

Program Studi 1 (S1) limu Hukum.

Program Khusus :Peradiian Pidana.

Alamat : Kutu Asem RT.001 RW.016 Kel. Sinduadi Kec.Miati

17 _ 0 ONY
nao.siemail.

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan
cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan
Skripsi guna memperoleh gelar (S1) yang di laksanakan di Satreskrim Polresta
Yogyakarta. '

Adapun judui peneiitian yang diajukan adaiah :
“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Yogyakarta”.

Demikian untuk menjadikan makium dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, [0 Oktober 2017
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

JI. Imogiri No. 1 Yogyakarta Kode Pos: 55163 Telepon (0274) 410002, Fax. (0274) 410002
E MAIL : perhubungan@jogjakota.go.id EMAIL INTERNET :perhubungan@intra.jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001,2740 HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KETERANGAN TELAH SELESAI
MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 070/ 2(9/

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. PURNOMO RAHARDJO
Jabatan . Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
NIP ;19591218 199003 1 007

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1 Zipora Mahasiswa Fak Hukum
NIM. 140511545 Atmajaya

Telah selesai melakukan Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang
dilakanakan pada tanggal : 26 Oktober 2017 dengan judul Penegakan Hukum Pidana
terhadap Pungutan Liar Juru Parkir. Kota Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

fOktober 2017

J ;/ ;&K

§ SN\
\\\”4\/ N

SEGCORCOC AVE A R T O
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAVWE MAJLNE NGAYOGYAKARTA
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